
a. Bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan 
ketegasan, menghindari penafsiran yang tidak tepat 
dalam pelaksanaan Peraturan Perundang­ 
undangan pajak Daerah dan mendayagunakan 
potensi pendapatan Pajak Daerah, perlu 
dilaksanakan Perubahan terhadap Peraturan 
Bupati Subang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Subang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang­ 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 
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10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan.Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Negara Republik Indonesia 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 
tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut 
berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar 
sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 51 79); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 244); 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 32); 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang 
Pajak Daerah; 

21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 
543/Kep.489-DSDM/2019 tentang Penetapan 
Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Tahun 2019; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Su bang Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten 
Subang Tahun 2015 Nomor 8); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Subang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 
Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah, sebagaimana 
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 

25. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Badan Kabupaten Subang; 

26. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2020 
tentang Ten tang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang. 



BAB II 
OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK 

Pasal 2 
( 1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan 

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: 
a. ashes; 
b. batu Tulis; 
c. batu setengah permata; 
d. batu kapur /batu gamping; 
e. batu apung; 
f. batu permata; 
g. bentonit; 
h. dolomit; 
1. feldspar; 
J. garambatu (halite); 
k. grafit; 
1. granit/ andesit; 
m. gips; 
n. kalsit; 
o. kaolin; 
p. leusit; 
q. magnesit; 
r. mika; 
s. marmer: 
t. nitrat; 
u. obsidien; 
v. oker; 
w. pasir dan kerikil; 
x. pasir kuarsa; 
y. perlit; 
z. phospat; 
aa. talk; 
bb. tanah serap (fullers earth); 
cc. tanah diatome; 
dd. tanah liat; 
ee. tawas; 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 94 Tahun 2019 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Subang Tahun 2019 Nomor 94) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Bab II pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut; 

MEMUTUSKAN : 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

MENETAPKAN: 



ASEPNURONI 
BERITA DAERAH KABUPA1EN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR: 22 

ttd 

Diundangkan di Subang 
Pada tanggal, 9 Maret 2021 
Pj. SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN SUBANG, 

RUHIMAT 

ttd 

Ditetapkan di Subang, 
Pada tanggal, 9 Maret 2021 

BUPATl SUBANG, 

Pasal II 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. 

2. Ketentuan tentang harga standar dan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Subang 
Nomor 94 Tahun 2019 di ubah dengan Perubahan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

ff. tras; 
gg. yarosit: 
hh.zeolit: 
ii. basal; 
ii. trakhi t; 
kk. laterit (tanah merah) 
11. tanah urug 
mm. mineral bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

: 22

9 Maret 2021

9 Maret 2021

ttd
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RUHIMAT 

ttd 

BUPATI SUBANG, 

NO JENIS MINERAL HARGAJUAL/HARGA STANDAR 
DI LOKASI TAMBANG 

1. ANDESIT 43.000/M3 
2. PASIR 12.500/M3 
3. SIRTU 12.500/M3 
4. I.ATERIT (TANAH MERAH) 7200/M3 
5. TANAHURUG 7200/M3 

HARGA STANDAR DAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

KABUPATEN SUBANG 

PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 22 TAHUN 2021 
TANGGAL 9-3-2020 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

SUBANG NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN 
BATU AN 

LAMPI RAN 


